
GUBERNUR RXAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANpENDApATAN DAN BELANJA Deon rlr pnovrniinreu

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan elektilitaspenggunaan_. anggaran belanja daeran untukperjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah,per:lalanan dinas dalam daerah dan perJalanan dlnasluar negeri dipertukan pengaturan pe.ptanan ainasyang komprehensif agar lebih terarahdan akuntabet;

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasai 25 ayat {3Jperaturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan 

^protokoler dan keuangan pjmpinan danAnggota Dewan perwakilan RaLlat Daerahdinyatakan bahwa belanja perjalanan iimprnan danAnggota DPRD dalam rangka melaksanakan rugasnyaatas nama Lembaga perwakilan Rakyat Daerah baikdi dalam Daerah maupun keluai Daerah yang
besarnya disesuaikan dengan standar fe4alanand nas pegawa: Negeri Sip.l Tingxar A;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebageumana
dimaksud huruf a, dan hurul b, 

"perlu 
menetapkanperaturan Gubernur tentang pedoman per3alanan

Dinas yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan
d"n Belanja Daerah pror insi Riau.

Mengingat : 1. Unclang Unclang Nomor 61 Tahun 195g tentangpenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang pembentukan Daerah daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Janbi dan Riau llembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun l95B Nomor l12l Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16461:

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangpemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republif,Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor b5a7),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 201Stentang perubahan. kedua atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahai_r Daerah
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3.

8.

7.

6.

4.

5.

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dai
Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daeral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor i 1
Tahun 2OO7 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dai
Anggota Dewan perwakilan Rakyat baerah ilembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemedntah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1+O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2O1O tentang pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peratura! presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pen.ibahan
keempat atas Peraturan Presiden Nomoi 54 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Pe.ubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i 1 Tahun
2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar
Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Daerah, dan
Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Ralyat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor
2036);

9.



10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerai
Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi Riau Tahun
20.10 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan pqraturan Gubert-rur Riau Nomor56 tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Riau {Berita Daerah provinsi Riau
Tahun 2015 Nomor 56).

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

MEMUTUSKAN :

PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU,

KETENTIJfNIUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adaiah pemerintah provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretads Daerah provinsi Riau;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut Pimpinan atau anggota DpRD adalah pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan RaSrat Daerah provinsi Riarr,

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat pNS adalah pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah provinsi Riau atau sebutan lainnyi;

7. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut pTT
adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yarrg beisifat
teknis prolesional da-n administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang
tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri yang diangkat dengan
Keputusan Gubernur;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
dengan APBD adalah Anggaran pendapatan dan Betanja Daerah
Provinsi Riau;

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau selaku pengguna anggaran/pengguna
barang;

10. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah provinsi Riau;
11. Perjalanan dinas adaiah perjalanan dari tempat kedudukan dalam

wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah
dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya;



2r.

18.

19.

16.

17.

15.

12.

i3.

Tempat keduduka:r adalah lokasi Kantor perangkat
Daetah/Biro latau domisili tempat tinggal;
Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan pedalanan
Dinas;

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UpTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Bacian di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau;

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang
dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan pemerintah provinsr
Riau serta Pimpinan dan Anggota Dewan peiwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama
luar negeri;

Surat Permohonan izin Perjalalan Dinas Luar Negeri, yarrg
selanjutnya disebut Surat permohonan adalah surat p6rmohonan
perjalanan dinas bagi Pejabat/pegawai Negeri Sipil di Lingkurgarr
Pemerintah Provinsi Riau serta pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralg/at Daerah;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen vanq memuar
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagar dasai peiaksanaan
anggaran oleh pengguna anggararr;

Pejabat yang berwenang adalah pengguna Anggaran atau pejabat
yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkurrgan
Pemerintah Provinsi Riau;

Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KpA adalah
Pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna Anggaran untuk
mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah;

Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
dan dibayarkan sekaligus;

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan Dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yeurq
berlaku:

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut Spf adaiah surar
perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/pegawai
Tidak Tetap, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralg/at
Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan
organisasi/kelompok masyarakat yang melakukal perjalar-ran
Keornasan;

24. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SppD adalah
surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri
sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DRpD sesuai
dengan identitas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/pegawai Tidak Tetap
serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasl yang
digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat perrugasan
tersebut;

20.

22.

23.



25.

26.

27.

Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut
Peiaksana SPPD adaiah semua orang yang mendapaisurat perintah
Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan_
Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus
dibidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala perangkat
Daerah/ Kepala Biro.
Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak
berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersumber dari ApBD provinsi
Riau.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

(1)

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah
Provinsi;

b. efisien yaitu penggunaan anggaran pe4alanan dinas dilakukalr
secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

c. efektif yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaika{
dengan pencapaian kinerja kegiatan ierangkat Daerah;

d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan
dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan
dlnas;

e. wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun.
Prinsip-prinsip sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan daLam hal hal
sebagai berikut :

a. Kepastian tidak terdapat peiaksanaan perjalanan dinas ya
tumpang tindih atau rangkap;

b. Tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah
apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus
dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang
dihasilkan sama;

c. Perjalanan Dinas hanya diiaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang
memang benar benar diharapkan memberikan kontribusi nyata
dalam hasil ;ang akan d'capai;

d. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang
telah tersedia.

12)



{3) D-alam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KpA melaksanai<an monrtorrns
pelaksanaan Perjalanan dinas dan penerbitan SFrf di linekup
bidang/unit kerjanya dengan format sebagaimana tercantum dilam
lampiran I.A dan merupakan bagiat yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;

(11

BAB IV
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
a. Pe4alanan dinas Luar Daerah mer-upakan perjalanan dinas dari

tempat kedudukan ke tempat yang dituju di iuar provinsi Riau
dan kembali ke tempat kedudukan semula;

b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjaianan dinas dari
tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula dalam wilayah provinsi Riau ;

c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD yang berada di wilayah
Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yarrg
bersangkutan;

d. Perjalanar dinas dalam kora.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis,

sosialisasi, kulsus, pameran, promosi, perlombaan, pertandirrgzLn
dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang undalrtan;

c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S 1/S2l 33,
hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan;

f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

PerjaLanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding
dilakukan dalam hal :

a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh
daerah;

b. untuk peningkatan pelayanan publik;

c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke
Kementerian/ Lembaga atau lnstansi Pemerintai terkait yang
dilaksanakan oleh PNS secara selektif maksimal 2 (dua) orang dengan
mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3
(tiga) hari;

(21
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(5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) yang dilaksanakan pNS
dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 {tiga)hari;

(6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/
Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan Bb
(delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 ldua)
hari dan untukjarak lebih dari BO Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari,
dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang;

(7) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka
sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KpA dan memperhatikan
aza s kepalulan dan keuajaran:

(8) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam surat tugas dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan
tambahan uang harian, biaya penginapan, uang repsentasi atas
dasar persetujuan Pengguna Anggaran atau KpA sesuai ketentuan
peraturan perundangan dan didukung dengan bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan;

{9) FTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan
dinas dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis
tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan peisetujuan
Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro;

(10) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan
Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secaia
selektif dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (a), (5), dan (6);

(11) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok
Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan
tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan
Gubernur dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana
tercantum pada lampiran LB;

(12) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima
hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan perjalanan Dinas
sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau
penggunaan dana hibah;

(13) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan polisi Jalall
Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan pemerintah provinsi
dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke
Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang
lidak dranggarka n pada irsransi mas'ng-masing:

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), dikecualikan
terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk;
a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta aiudan:
b. Pimpinan dan Anggota DPRD:
c. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan

paiing larna 4 (empat) hari;



d. Perjalanal dinas luar daerah bagi
oleh PNS/Staf Ahli dengan batasan
Alat Kelengkapan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6), dikecualikan
terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk;
a. Reses Anggota DPRD diberikan paling lama 6 (enam) hari;b. Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah provinsi Riau paling lama 22

(dua puluh dua) hari;

Anggota DPRD dapat didampingi
maksimal 5 (lima) orang per satu

Pasal 7

(l) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang ber-wenang
dan tertuang dalam SpT yang dilengkapi dengan rencana biayi
per.lalanan dinas.

(2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah,
Bappeda, dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakj.at Daerah provinsi
Riau ditandatangani oieh:

a. Untuk SPT.

1. Gubernur darl Wakil cubernur, ditandatangani oleh
Gubernur.

2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur.

3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh
Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.

4. Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau
Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.

5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan pengawas/Esselon
IV, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis,
Masyarakat ditandatangani oleh Kepala perangkat Daerah.

6. Pada UPID yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk
melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditaadatangani
oleh Kepala UPTD

b. Untuk SPPD.

1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditaadatangani oleh Gubernur
atau WakilCubernur

2. Sekreta.is Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daeral-r.

3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oieh pimpinan
DPRD atau Sekretaris DPRD.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon lla, ditandatangani
oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.

5. Jabatan Administrator/ Esselon III, Jabatan Pengawas/lV, pNS
Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis,
Masyarakat, ditandatangani oieh Pengguna Anggaran atau
KPA.

6. Pada UPID yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk
melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani
oleh KPA.



(3)
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Penandatanganan SPf dan SppD di iingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau di tandatangani oleh:
a. Untuk SPT.

1. Aslsten dan Staf Ahli Gubernur, ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah.

2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, pNS Non
Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat,
ditandatangani oleh Asisten yang membidanginya.

b. Untuk SPPD.
1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur ditandatangani oleh Asisten

yang membidanginya.
2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, pNS Non

Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat,
ditandatangani oleh KPA.

c. Untuk kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah yang berada pada Biro Umum, SpT ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah dan SppD ditandatangani oleh Sekretans
Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi pimpinan
Daerah (Forkopimda) dan Poiisi Jalan Raya (pJR) di tandatangani
oleh:
a. Untuk SPI.

1 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
ditandatangani Gubernur/Waki1 Gubernur.

2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah.

b. Untuk SPPD.
l. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah {Forkopimda)

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten

Administrasi Umum.

(5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat (3) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. pemberi tugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan tugas;
d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

{1)

Pasal 8

Rencana biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.C dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
Format SPI dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (2)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang
Tata Naskah Dinas.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit
SPPD.

12)



(1) Biaya perjalanan

Pasal 10

dmas terdiri atas komponen komponen sebagaiberikut :

a. uang
b. biaya
c. Dlaya
d. uang
e. biaya
L sewa

harian;

penginapan;
representasi;
taksi; dan
kendaraan.

(2) U-ang harian sebagaimana dimaksud pada ayat {i) huruf a
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasiertinggi;

(3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :a. P"rjalanan Dinas DaLam Daerah :

Biaya transport dari tempat kedudukan
dan sebaliknya;

b. Perjalanan Dinas Luar Daerair :

Biaya tiket.

sampai ke tempat tujuan

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menqinap :a. di hote.; arau
b. ditempat menginap lainrrya.

(5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e diberikan
untuk perjalanan dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk perencanaal kebutuhan biava tarif satu kaliperjalanan taksi dari kantor/ tempat kedudukan rnenuJu
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberanqkatan dan clari
bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun tuluan minuju tempat yang
dikunjungi dan sebaliknya.

(6) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak diperoleh maka pelaksana SppD meiampirkan
Daftar Pengeluaran Riil dalam bentuk Surat pertanggungjawaban
Mutlak dari pelaksana SPPD.

(7) Dalam hal Pelaksana SppD tidak menggunakan biaya
penginapansebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan:
a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 3Oyo

(tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tuiuan:
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayarkan secara lumpsum.
(B) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf d,

hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan DpRD,
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta pejabat Eselon II, yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi yang melekat padajabatan.

(9) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuarr, sewa
kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat
diberikan kepada:
a. Gubernur/Wakil Gubernur dan pimpinan DpRD;
b. Sekreraris Daerah dan Anggora DpRb.

(1O) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan mobil
pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBMJ
sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima
puluh persen) dari uang transportasi sebagaimala cliatur dalam
Peraturan Gubernur ini:

10



(i1) Dalam hal perjalanan dinas ianjutan dari Ibukota Kabupaten ke
Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1

(satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat
dibayarkan uang transpotasi secara riil dan dilengkapi dengan surat
pernyataan tanggunglawab mutlak yang disetujui oleh Kepala
Per:angkat Daerah;

{12) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta
pada Badan Penghubung provinsi Riau, merupakan pengganti uang
transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilay;h Jakarta
berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang.

{13) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada
Lampiran LD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

{1)

Pasal 11

Biaya Perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. uang harian dibayarkal secara lumpsum dan merupakan batas

terunggl;

b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riit berdasarkan
lasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran l.E clan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur
ln1;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat
menggunakan kwitansi biro perjalanan/voucher;

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang
akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka
pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum
dalam SPf/SPPD dengan ketentuan :

a. Untuk hari berangkat dan hari pulang uang harian dibayarkan
sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur inr.

b. Untuk hari pelaksanaan kegiatan uang harian dibayarkan sebesar
50% dari uang harian yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang
akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyeienggara, maka
pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum
dalam SPT/ SPPD.

Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat/undangan mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya yang disampaikan oleh Penyelenggara.

Dalam hal Perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan
rapat, semlnar, dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat
menginap pada hotel/ penginapan yang telah ditentukan oleh
penyelenggara.

\2)

(3)

(4)

t1



(s)

(1)

9iliT .ld biaya hotet penginapan sebagaimana dimaksud pada ayar(+l lelrlh trnggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebigaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka p"l.k"ar.r. Spp"D dapat
menggunakan lasilitas kamar dengan tarif terendah piaa
hotel/penginapan dimaksud.

pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas digolongan sebagai berikut:
a. Biaya perjalanan dinas Gubernur/Waki1 Gubernur;
b P=ll p.erj+lT dinas Tingkar A untuk pimpinan DPRD, Anggota

DPRD dan Pejabat Eselon I;

c. Biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Eselon II;
d Piaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV,

Non Eseion golongan IV, golongan III, golongan I1 dan golongan L
Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi provinsi Riau diatur sebagai
berikuti

a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan
Administrator/Eselon III

b. Anggota disamakan dengan Jabatan pengawas/Eselon IV
Perjalanan dinas untuk Komisi penyiaran Indonesia Daerah provlnsr
Riau diatur sebagai berikut :

a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan
Administrator/Eselon III;

b. Anggota disamakan dengan Jabatan pengawas/Eselon IV.
Perjaianan dinas untuk Pengurus Korps pegawai Republik InclonesE
Daerah Provir-rsi Riau diatur sebagai berikut:
a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (pe.jabat

Tinggi Pratama);

b. Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon
III;

c. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eseion IV.
Perjaianan dinas untuk PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis
/Masyarakat diatur sebagai berikut:
a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.

Perjalanan dinas Tokoh Nasional, Tokoh Daerah, Mantan pejabat
Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim
Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan
dengan tingkat B untuk Esselon II;

(7) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan polisi Jalan Raya (pJR)
menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-
masing;

(B) Perjalanan dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim penggerak pKK,
Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan tingkat
C untuk Esselon III;

(2)

(31

(4)

(s)

(6)

dengan Jabatan

t2



(2)

(91 Perjalanan dinas Untuk pengurus organisasi Tim pengge{ak pKK,
r,,narma wanrta, Dekranasda dan BKKKS diatur sebagai berikut :

a. Golongan IIi bagi tanatan Sarjana Mucla, Strata I clan Strata ll:
b. Goiongan II bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.

(1)

pasal 14

D, alam.hal jumlah hari per.jalanan dinas melebihi jumlah hari yang
ditetapkan daiam SPf/SppD dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian pelaksana SppD, dapat diberikan tambahan
uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang r:epresentasi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menclapatkan
persetujuanPA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar

/ kepalabandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas delgan

format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengguna Anggaran/KPA membebankan biaya tambal-ran uang
harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DpA-
SKPD/DPPA-SKPDyang bersangkutan.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hariyang ditetapkan dalam SPT/SPPD pelaksana SppD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang
representasr, yang telah diterimanya kepada pengguna
Anggaran/ KPA.

(3)

(4)

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(2)

(1)

Pasal 15

Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, harrya
untuk kepentingan yang sangat prioritas/ penting berkaitan delrgan
penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen
perjalanan dinas luar negeri;

Pedaianan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
Perundang undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA

PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggararl yang
tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.

13



(2j

(3)

(4)

(s)

(6)

Biaya Perjalanan Dinas yang
dibayarkan paling cepat 2 (dua)
dilaksanakan.

Dalam hal Perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, braya
Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesar.

Dalam hal perjaianan dinas dari UPID ke ibukota provinsi
(Pekanbaru) dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai standar
uang harian Kabupaten/Kota tempat kedudukan UPTD.
Dalam hal perjalanan dinas dari UpTD ke lokasi Kecamatan dapat
dibayarkan biaya perjaianan dinas sesuai standar uang harian yarrg
mengacu kepada standar Kabupaten/Kota setempat.
Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota pekanbaru untuk
menghadiri acara rapat, sosialisasi, diklat, seminar dan sejenisnya
dapat diberikan uang transportasi pekanbaru, densan bukti
kehadiran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.G
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini.

diberikan kepada Pelaksana SppD
hari kerja sebelum Perjal"nan Dinas

{1)

Pasal 17

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekarlsme
Uang Persediaan.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang
Persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka 75% (tqjuh
puluh lima persen) kepada Pelaksana SppD oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dalam hal biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana
SPPD melebihi biaya Perjalanan dinas yang seharusnya
dipertanggung jawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut
harus dikembalikan ke Bendahara pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari pengguna
Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. fotocopy Su.at Perintah Tugas;

fotocopy SPPD (Lembar I);

kuitansi talda terima uang muka; dan

(2)

(s)

(4)

b.

c.

(1)

d. rincian perkiraan biaya PerjaLanan Dinas.

Pasal 18

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan dinas, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD/DPPA-SKPD yang
bersangkutan.
Dokumen yang harus diiampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan dinas oleh

pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.H dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini;

(2)
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b. Surat Pernyataan pembebanan Biaya pembatalan perjalanan
dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantuni dalam
Lampiran I.l dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DpA SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagian atau seluruh
biaya tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil
lainnya yang tidak dapat dikembalikan/refund.

pERTANGGUNGJawae?trXY,l+a pERTALANAN DrNAS

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran
Transporrdan,dlau bia)a pengirapan
transportasi dan/atau penginapan yang
Anggaran/KPA.

Pengembalian Biaya
dan perusahaan jasa

disahkan oleh Pengguna

pasal 19

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan Dinas kepada
Pengguna Anggaran/KPA.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

a. Perjalalan Dinas Dalam Daerah.

1. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang ber-werralg
sebagaimana dimaksud dalamPasai 7 ayat (2) dan rencana
braya perjaianan dinas;

2. SPPD yang telah ditandatangani oieh pengguna
Anggaran/ KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang
menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);

3. Bukti pembayaran transportasi laut/darat dan/atau biaya
sewa kendaraan.

4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
5. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan

menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang
disahkan pihak hotel terkait, dan;

6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna
Anggaran/KPA;

7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa
kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi
yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA;

8. Daftar pengeluaran riil;
9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

10. Bukti fisik dalam bentuk foto kegiatan dan identitas tujuan.
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

1. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal T ayat 12) dan rencana
biaya perjalanan dinas;

(1)

(2)
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6.

7.

2.

3.

4.

5.

SPPD yang telah ditandatangani oleh pengguna
Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang
menjadi Tempat'h.ljuan Perjalanan Dinas (lembar Ii);
tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran
transportasi lainnya;

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan
menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang
disahkan pihak hotel terkait, dan;

Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada pengguna
Anggaran/KPA;

Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa
kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi
yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KpA;
Daftar pengeluaran .iil;
Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini

B.

9.

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Pengguna Anggaran/KPA melakukan perhitungan Rampung seluruh
bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikai kepada
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran pembantu.

Pengguna Anggaran/KPA berwenang untuk meniiai kesesuaian dan
kewajaran atas biaya biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran
riil sebagaimana tercantum pada lampiran LK dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pengguna Anggaran/KPA mengesahkan bukti pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
pertanggungjawaban Uang Persediaan.

Pasal 21

Besaran rincian satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yar-rg
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

Pengguna Anggaran/KPA menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka peraturan
Gubernur Nomor 148 Taiun 2015 tentang perjalanan Dinas pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil, pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Peme.intah Provinsi Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2015
Nomor 148) dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2O1S tentani
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, pegawai Negeri Sipil, pegawai Tidak
Tetap Di Lingkungan Pemerintah provinsi Dan pimpinan Serta Anggota
Dewan Perwakilan RaLyat Daerah provinsi Riau (Berita Daerah provinsi
Riau Tahun 2016 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan ticlak beriaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

Dlundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIA

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN

II.ARSYADJULIANDI RACHMAN

2017 NOMOR : 

t7
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LAMPIRAN I.A: PERATUMN GUBERNUR RIAU
NOMOR i

TANGGAL ;

A. Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk bulan.............Tahun.........

{,...............................)

l1.eterangan:
1. Pelaksanaan tugas ditandai dengan memberi tanda x pada baris dan kolom

Tanggal Pelaksanaan
2. Tidak diperkenankan pemberian tanda x lebih dari 1 kali pada baris dan kolom

yang sama

Kepala Unit Kerja/Bidang

No Nama Taiggal Pela-ksaiaai
Pelaksalra/NIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 T4 15 16 T7 dst
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B. Monitoring Penerbitan Surat perintah
Dinas untuk Bulan......,.......... Tahun

Tugas dalam Pelaksanaan perialanan

Keterangan :

1. Diisi dengan jenis kegiatan perjalanan dinas, misalnya dalam rangka
narasumber/ rapat/ rakor/ Monev/ survey,dsb

2. Diisi .dibatalkan", apabila terdapat pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas3. Terdapat pelaksanaan tugas awal yang belum selesai tetapi dilanjutkan
pelaksanaan tugas lain

4. Dapat diisi dengan keterangan lainya.
Kepala Unit Kerja/ Bidang

(....
)

No Nama
Pelaksana
SPPD/NIP

SPT Tanggal Pela.ksalaan
Pela]anan Dinas

TujuanNomor TarIgga.l Mulai Selesai Keterargan
l1) (2) f3l 14) (51 (6) {7) i8)

GUBERNUR RIAU,

SYADJULIANDI 

RACHMAN
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LAMBANG
DAERAH

LAMPIMN I.B: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :

TANGGAL :

KOP NASKAH DINAS
PEMNGKAT DAERAH

 GUBERNUR RtAu, 

.ansvlo.rultANDr RAcHMAN
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A, FORMAT RINCIAN

Lampiran SPI Nomor
Tanggal

LAMPIRAN I.D: PEMTURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :

TANGGAL ;

BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

:

Telah dibayar sejumlah
PN

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluan Pembantu

.......,..,.,tanggal,bulan,tahun

telah diterima sejumlah
Rp...............................

yang menerima

(..
NIP.

.)..,....)

PERHITUNGAN SPPD MMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

Pengguna Anggaran/
Kuasa Penguna Anggaran

(....
NIP.

GUBERNUR RIAU,

l
.ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIMN I.E: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :

TANGGAL :

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERATT

No Uralan
Tingkat

Perjalanan
Dinas

Transportasi Lainnya
Udara Da!at Laut

I , 3 4 o 7
I Gubernur/Wakil

Gubernur Bisnis Spesial/Super
Eksekutif

VIP/ Kelas
IA Sesuai Kenyataan

2

Pimpinan DPRD,
Anggota DPRD
dan Pejabat
Esselon I

Bisnis Super
Eksekutif Kelas I B Sesuai Kenyataan

3 Pejabat Eselon II B Ekonomi Eksekutif Kelas II A Sesuai Kenyataan

4

Pejabat Eselon
IIIlPejabat
Esselon IV, Staf
Golongan
w /rr lr/r
Pejabat lainnya
yang setara serta
Pegawai Tidak
Tetap

C
Ekonomi Eksekutif Kelas II A Sesuai Kenyataan

GUBERNUR RrAU,

SYADJULIANDI 
RACHMAN
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LAMPIRAN I.F: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertandatangan di bawah inl:

...tanggal,bulan,tahun
Pemberi Tugas,

Nama : .................,..........

NIP :

Jabatan : ......_................. .....................(pemberi Tugas)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SF'f) Nomor .......... tanggai .....,......, a.as nama

Adanya perpanjangan tugas .....hari disebabkan bukan oleh kelalaiaa pelaksana
SPPD.

GUBERNUR RIAU, 

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN I.G: PEMTURAN
NOMOR
TANGGAL

Form Bukti Kehadiran Perjalanan Dinas Dalam Kota

GUBERNUR RIAU
:

:

No Pelal<sala
SPPD

Hari Tanggal Pejabat/Petu gas yanq menqesahkan
Naroa Jabatan Talda

Talqarr
{11 (2) (3) (4t (sl (61 (7)

Keterangan ;

(3) Diisi nomor urut.
{4) Diisi nama Peiaksana SPPD yang meiakukan perjalanan Dinas
(5) Diisi hari Pelaksanaan perjalaaan Dinas
(6) Diisi tanggal pelaksanaan Pedalanan Dinas sesuai yang tercantum dalam Surat

Perintah Tugas
Untuk angka (3) dan (a), apabila penugasan lebih dari 1 (satu) hari, maka diisi per
hari dan per tanggal pelaksanaan
(7) Diisi nama pimpinan/pejabat/petugas di tempat Tujuan Perjalanan Dinas
(8) Diisi jabatan pimpinan/Pejabat/petugas di tempat Tujuan Perjalanan Dinas
(9) Diisi tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (5) yang ditunjuk

untuk menandatangani bukti kehadiran pelaksana perjalanan dinas

Kepala Unit Kerja/Bidang

(...

GUBERNUR RIAU,

RSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN I.H: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL .,

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR

Yang bertandatangan

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisai
Lembaga

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan Dinas Jabatan atas
nama:

dibawatr ini:

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnyayang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapatdigantikan oleh pejabat/ PNS/Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian
hariternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diprosessesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(12)
Yang Membuat Pernyataan

Petunjuk Pengisian Formatsurat Pernyataan Pembatalan Tugas
Jabatan:
( l) Diisi nama pejabat penerbit Surat T\rgas
(2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
(3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
(4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tlgas
{5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
(bj DISi nama Pelaksana SPD
(7) Diisi NIP Pelaksana SPD
(8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
(9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
(10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
(1 1) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

(13)

Perjalanan Dinas
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(12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surar pernyaraan
(13) Diisi tanda tangan dan namajelas pejabat penerbit-Surat Tuqa$.

curenlunnreu, 

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN I.I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOM OR
TANGGAL

PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan dibawah inr:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan
SuratTugas Nomor: ......... tanggal .......... dan SplNomor ......... tanggal ...........atas
nama:

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi
Lembaga

Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi
Lembaga

(1)

\21
(3)

14)
(s)

{6)
17)
(8)
(e)
(10)

Dibatalkan sesuai dengan surat
Jabatan Nomor ................ tanggal

Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa . . . . . . . . . . . . . ( 1 1). . . . . dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat
dikembalikan/ refund (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp.......................(12).............:....
sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor
:...........................tanggaI.......................SKPD............................(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dart apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara,
saya bertanggung jawab penuh dan be.sedia menyetorkan kerugiandaerah tersebut ke
Kas daerah.

(14)
Yang Membuat Pernyataan

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan PembebananBiaya
PerjalananDinas Jabatan:
(1) Diisi nama PA/ KPA SKpD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya

dinasnya
(2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya

dinasnya
(3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKpD yarg dibebani biaya

dinasnya
(4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
(5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalaran dinasnya

(15)

Pembatalan

perjalanan

perjalanan

perjalanan
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(6) Diisi nama Pelaksana SPPD
(71 Diisi NIP Pelaksana SPPD
(B) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
(9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
(10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
(1i) Diisi transport yang digunakan
(12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport darr penginapan yang tidak

dapatdikembalikan f refund sebagian/ seluruhnya
(13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan

dinasnya
(1a) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani su.at pernyaraan,
(15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKpD/Unit Kerja SKpD yang

dibebani biaya perjalanar dinasnya.

' 

.ansvaouullANDl 
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LAMPIRAN I.J: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :

TANGGAL

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan
tugas perjalanan dinas sesuai Surat perintah Tugas (SpT) Nomor : tanggal

Disamping itu, pembebanan anggaran biaya perjalanan dinas yang akan saya
laksanakan tidak ganda dengan kegiatan lainnya.

Apabila terbukti saya tidak melaksanakan tugas sesuai SpT dan tidak
menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam peraturan

Gubernur tentang Pedoman perjalanan Dinas yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau, maka saya
mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

Yang Membuat Pernyataan,

(..............................)

RIAU, 

 ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN I.K: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANCCAL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah iru:

Nama
NIP
Jabatan :.............................

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SFrl) Nomor .......... tanggal
iniKami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

..., dengat

a 
Pi.a{a -transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang
tidak dapat diperoleh bukti-buktipengeluarannya,meliputi: -

No URAIAN JUMLAH

Jumlah

b. Jumlah uang tersebut pada angka I di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetqjui:
................,tanggal,bulan,tahun
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran, Pelaksana SPPD,

NIP NIP

GUBERNUR RIAU, 

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN II i PERATURAN GUBERNUR RIAU
NNMOP
TANCCqL :

1, SATUAN BIAYA UANG HARTAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO

C!bflnu,/W.kil Li! LPrn ur 2.750.000 5.500.000

Dselon I/ limpinan DPRD 2.500 000 3.5oO.O0Q
Anggota DPRD 2.400.000 3.000.000

TiDgkat B

3 Eselon ll I 150.00t) r.690.000
Tingklt C

tselun lll 850 000 9s0 000
5 700.000 470.000

Non Lrsel0n colongan lV 050.000 a70.0or)
Nun Eselon Liul.n8.f I I 5AO.O00 610.000
Non LsFlon C!l!nxd. ll tLan I 580 000 o 10.000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PER.JALANAN DINAS DALAM DADRAH

No Uang tIarian

I Gubedrur/wakil (iubernuf 1.920.000 800.000

l Eselon l/ Prmpinan DPRD 1.810 000 750.000
2 Anljgota DPRD 1.670.000 700.000

Tinqkat B

Itselon II 940.000 650.000
Tingkat C

6OO.OO0 550.000
5 490.000 450.000

N,'n EsPlo Cu unsan IV 460.000 400 000
Non Es(lon Golongan JII 350.(JO0

E Non Eselon Golonsan ll dan I 410.000 350.000

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESDNTASI PERJALANAN DINAS

4. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PER''ALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN
PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No Tarif

FlclUn lll Esp of lV, Nof L5e on Llan PTT OH .100.000

NO

Uang Representasi

t culF ru, / WakitCube, nu. olt 1 000 000 500.000
2 E\rlon l/ Prmp n.n DPI?D OII 800.000 450.000
l Anssora Df'RD OH 600.000 400.000

Dseloi il OH zr00 000 r00.000
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5. TARIF UANG TRT{NSPoRTASI DARA

' 
TARIF UANG TRAISPORTASI UDARA

No Kabupaten/Kota Tqiuan
Tallf

Hali

OK 300.000 3 hari2 Rokan Hulu OK 300.000 3 hari
3 ,,,u atslr L Fulu OK 300.000 3 hariIndragiri Hitir OK 370.000 3 hari
5

OK 170.000 2 hari
6 Bengkalis OK 500.000 3 ha.ri
7 Sial< OK 200.000 2 hari
8 OK 170.000 2 hdi
9 Kuantan Sineingj OK 22A.OAO 3 hdil0 OK 500.000Il Rokan Hilir OK 330.000 3 hdit2 OK 150.000

No Provtnsl Tujuan Satuan Ta!if
Bisnts Ekonomll OK 18.868.000 10.097.000

2 BalikpapEn OK r0.996.000 5.423.000
3 OK 13.102.000 7.508.000

Bddar Ldpung OK 6.442.000 3.433.000
5 Ba-ndung OK 6.525.000 3.701.000
6 Baijarmasin OK 9.049.000 4.696.000
7 OK 4.000.000 2.500.000
8 Bengk!lu OK 9.947.OO4 5.637.000
9 Biak o( r6.985.000 8.78r.000
10 Denpasar OK 9.092.000 4.942.O0O
1I OK 12.814.000 7.840.000
l2 OK 5.583.000 3.016.000
13 OK 9.644.000 s.476.OOO
T4 jlgl6pura OK 17.435.000 9.340_OO0
15 OK 4.022.000 4.054.000
r6 Kend€r:i OK I i.220.000 s.776.000
T7 4!saoc OK 14.996.000 8.097.000
18 OK 13.027.000 6.845.000
19 Maldg OK 8.461.000 4.439.000
20 Mamuiu OK 12.478.000 7.88J.000
2I OK 14.055.000 6.599.000
22 OK 21.409.000 13.840.000
23 OK 9.102.000 4.909.000
24 Medan OK 4.000.000 2.500_000
25 Palanskaraya OK 8.803.000 4.696.000
26 OK 9.444.4OO 5.284.000
27 Palu OK 14.931.000 8.129.000
28 Pmskal Pin&s OK 7.39 r.000 3.936.000
29 OK 8.247.OAO 4.5r4.000
30 Semarang OK 7.797.OO4 3.979.OOA
31 Solo OK 7.797.OO4 4.114.000
32 OK 9.24l.OOO 4.407.000
3J OK 15.584.000 9.680.000
34 Timika OK 1,6.771.4OO 8.739.000



7. 
ISATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAI{ DINAS LUAR DAERAH

NO Tartf
Sekali
.ralan

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

OK 120.000
2

OK 232.O00
3

OK 75.000
OK r20.000

5
OK 120.000

6 OK 190.000
7

OK i25.000
8 OK r45.OO0
9 Bengkulu OK 95.000l0 BfulRka Belrtuns OK 90.000
11 OK 306.000t2

OK 140.000l3 D.K.I. Jaka.ta OK 170.000I4 Jawa Tenean OK 75.000
Yogakarta OK 94.000l6

OK 148.000
I7 Bali OK i50.000
ta Nusa Tenegda Bdat OK 213.000
19 Nusa Tenggda Trmur OK 80.000
2A OK roT.aoo2l Kaljmdtan Tenean OK 90.000
22 Kalimturtd Selatan OK 100_000
23 OK roo.oo0
24 OK r00.000
25 OK 110.000
26 OK 200.000
27 Sulawesi Bar.at OK 217.OOO
2a OK 145.000
29 Sulawesi Tengah OK 75.000
30 Sulawesi Tenssda o( 131.0003l MaluL-u OK 210.000
32 OK r74.000
33 

1 Papua OK 355.000
34 

1 Papua Barat OK r45.000

GUBERNUR RrAu
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